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B Menfmﬁang.; ‘2. bahwa dalam rangka menc1ptakan dan memperlua% la-
' ‘ pangan kerja perlu:mendorong pelaksanaan proyek-
proyek_pemﬁangunan prasarana perhubungan dan pra-
-sarana produksi melaluJ Program Bantuan Daerah
ﬁ&@mtll; L 2 , I -

- B.. hahwa untuk.keperluan te&seﬁut sub a diatas, te-

| lah direncanakan untuk_m%mﬁerlkan Bantuan pemﬁa-
ngunan langsung kepada setiap Daerah_Tlngkat II

: saBaga“mana tercantum’ dalam Anggaran Pendapatan

-? -f-- dan Belanja Negara TaﬁJn 1976/1977 5

e o C. bahﬁa berhubung dengan Ltu, dipandang perlu untuk.
' - ' mengeluarkan Instruksi Presiden ‘tentang Program
Bantuan Pemﬁangunan Daerah_LlngRat IT ;-

Mengingat H Pasal 4 ayat A} Undang Undang Dasar 1945 ;

.

‘2. Undang undang Nomor § Tahun -1974 tentang Pokok:
pokok.Pemerlntahan DI Daerah.(Lembarap Negara Ta-
o~ ﬁnn.1974 quor 38, Tambahan Lemﬁaran Negara NOmor- y
3(1371 R ~ :

3 Undang-undang Nomor 1 Taﬁun 1976 tentang Anggatan .
\A { - Pendapatan dan. BelanjawNegara Tahin Anggaran 1976/°'
1977 CLemBaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambah-
an Lemﬁaran Nagara NOmor 3070) ' ;

4 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pem~
‘. bubaran Kabinet Pemﬁangunan I dan Pembentukan Ka-
._ﬁlnet Pemﬁangunan II

.5.’Képutnsan cean



T

Kbpada

Untuk ;

[ 4

2. Keputusan Presiden. quor 11 Tahum 1974 tentang Ren«
cana Pemﬁangunan Lima Tahun Kadua (REPELITA} Tanun
1974/1975 - 1978/1979 ;

Q. Keputusan Presiden Namor 15 Tahun 1974 tentang Pem-
Bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.(BAPﬁ
PEDA) ; ' -

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Po-

koK:pokok.OrganlsasL Departemen [

8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1274 tentang Su-
sunan Organisesi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1876 tentang Pe-

- doman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja
Negara Tabun Anggaran 1976/1377 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

. Menteri Dalam Nagarl ;

- Menteri Keuangan ; ~ ‘ , .

. Menteri Negara Ekononi, Keuangan dan Industri/Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

/S N

,ZMenggunakaﬁ ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Pre-
‘siden ini sehagai pedoman. pokok dalam pelaksanaan Pro-
.. gram Bantuan Pemﬁangunan Daeraﬁ.Tlngkat IITahun Ang-

garan 1976/1977 sebagal berlkut .

/

Pasal 1

(1) Program Rantuan Pembangunan Daerah Tingkat LI Ber-

tujuan pntuk menciptakan dan memperluas lapangan
kerja melalui- pembangunan proyekrproyek_prasarana

perhubungan .........



perhubungan dan prasarana produksi yang memper-
lancar dlstrlﬁusz/transport351, mempertinggi hﬂ“
sil produksi, memperbaiki 11ngkungan hldup: me-.

| ningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan
- dan menunjang proyek-proyek lain dalam- REPELITA di

2

Daerah Tingkat TT yang bersangkutazn.

Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah
Tingkat IT diatur leBili lanjut secara bersama

. oleh Menteri Deluam Negeri, Menteri Keuangan dan

11

(21

(31

()]

Menteri Negarz Yonomi. Keuanoan dan Industri/Xe-
Cg . 2 g : )

tua Badan Pere. 'snaan Pemrangunan Nasiomnal.

Pasal 2

Besarnya Bantuan Pembingunan.yang é¢iberikan kepa-
da masing;masing Daerzh Tingkat II didasarkan atas
jumlah. penduduk dengan perhitungan™Rp 400, - (empat
ratus ruplahl tiap penduduk. ‘

Bagl Daerah. Tlngkat IT yang Jumlah_penduduknya ku-
rang dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu)” lea di~ -
tetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp\30 0q0., aaao,
(tiga puluh juta Tupiah].

Selain Bantuan Pemﬁ@ngunan tersebut pada ayat. (1)
dan (2) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang
reaiisasi\penerimaan Turan Pembangunan Daerah (IPE-
DAl-nya dalam tahun takwinm 1975.pa1ing sedikit men-
capai target yang telah ditentukan, diberikan tam-
hahan bantuan sehagal ;erangsang

Penentuan iumlall Bantuan Pambangunan yang pasti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (23}, dan.C;l



"hagl masing- masing Daerah Tlngkat IT dltetapkan
lehih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Ne-
geri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi,

Keuangan dan Industrl/Ketua Badan Perencanaan Pem-
hangunan Nasional. '

(3]} Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat

o 1), (2), .dan (3}, kepada tiap-tiap Daerah,T1ngkaT
IT diberikan bantuan maSJng masing sebuah mesin gi-
las Jalan - i

Pasgal 3

Penyedlaan Bantuan Pemﬁangungn Daerah.T ngkat IT dimak-
sud tidak mengurangi

a. Rewajiﬁan_Daerah_Tingkat IT untuk meningkatkan pene- °
' rimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA] dan peneri-
maan asli Daerahnya sendiri ; '

‘ b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah
Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II.

Pasal .4

(1), Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2},
‘dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran
Pembangunan Daerah Tingkat II vang bersangkutan pa-
da ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas
dan Perhitungan sebagai pos transito. :

. (2} Penggunaan Bantuaﬁ Pembangunan tersebut ditetapkan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2].

'



L

- . Pasal §
(1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ke-
tua Badan Perencanaan PemBangunan Nas1ona1 her-
tanggungjawab atas pembinaan umum perencJuaaq Pzo-

_gram Bantuan Pambangunan Daerah.TlngPa IT dalam

rangka keserasiannya depgan program-prograrn Nasio-
nal lainnya.

(2] Menteri Keuangan bertanggungjawah atas pemhiayaan
dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat IT,

(3) Menteri Dalam Negeri. bertanggungjawab atds pembi-s~
an umum pelaksanaan Program Bantuan fembﬂ*,“ﬂ”‘
Daeﬂah<T1ngRat IT.

[ﬂ)AGubernur Kepala Daerahpbertanggungjawaﬁvaﬁai pem-
binaan, koordinasi perencanaan, penclitian, peni-
lafan, pengesahan, Pelzawasan dGan pelsporan pe-

" laksanaan proyek-proyek dalam ranmghks Frogram Ban-
tuan Pemﬁangnnan Daerah Tingkat IT dimaksud di dae-

L

~rahnya.

Pasal 6.

‘Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian,
_éemBiayaan/penYaluranAddna, pelaksanaan, pengawasan,
pertanggungjawaban, pelaporan dan hal-hal lain yang
belun diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut
secara hersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Ke-
uangan danf.Mepferi Negara Ekonomi, Keuangan dan In-
dustri/Ketua Badan Perencanéah Pemhangunan Nasional.



‘Pasal ?7%V ~ -
Instruksi Presiden Ini mulai Berlaku pada tanggal di-

tetapkan,

Ditetapkan di Sekarta
Pada%angééi 3! Maret 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
Ctted,

" SOEHARTO
. JENDERAL TNI.

Disalin sesual aslinya oleh
SEKRETARTAT KABINET,R.I




